WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Menimbang

Mengingat

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa beberapa ketentuan yang menjadi rujukan Pasal
dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03
Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol kurang tepat sehingga Peraturan

Daerah tersebut harus ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengendalian

dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2469);



10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang  Dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang
Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4402);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 /M-
DAG/Per/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang
Diperdagangkan sebagimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-
DAG/PER/9/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/Per/3/2007
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib

Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/
PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-
DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan;



17. Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/
4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,

19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Menetapkan

Dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03 TAHUN
2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2016 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan
ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:



peringatan secara tertulis;
penghentian kegiatan sementara;
penundaan/pembatalan izin
denda administratif; dan/atau

© oo TP

pencabutan izin.
lebih
sanksi

(3) Ketentuan lanjut mengenai tata cara

pengenaan adminitratif diatur dengan

Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29
merupakan pelanggaran.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

ARIF GUNADI
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETAR AERAH KOTA BENGKULU

MURLIA DEWI,
NIP.19850418 200312 2 002

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...2.....
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

(2 /20 / 2021).



